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 KATA PENGANTAR
Patut kita menaikkan puji dan syukur 
kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, 
karena atas rahmat dan ridho-Nya, Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dapat 
diselesaikan tanpa ada kendala yang berarti. 

Sebagai salah satu instrumen dalam 
perencanaan pembangunan nasional, 
RKP Tahun 2023 berkomitmen untuk 
memberikan arahan pada kebijakan prioritas 
nasional yang komprehensif dan sistematis 
serta didukung oleh kerangka pendanaan, 
kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, 
serta kerangka evaluasi dan pengendalian, 
dalam melaksanakan pembangunan 
nasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 
2023 merupakan dokumen perencanaan 
pembangunan tahun keempat Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 
Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 
Tahun 2022. Setelah ditetapkannya UU 
Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2023, RKP kembali dimutakhirkan 
melalui Perpres Nomor 134 Tahun 2022.

Negara kita sedang menghadapi situasi yang 
tidaklah mudah. Sejak tahun 2020 seluruh 
dunia termasuk Indonesia, mengalami 
tekanan akibat pandemi COVID-19 yang 
belum pulih hingga saat ini. Kemudian 
muncul pula tantangan akibat perang 
yang menyebabkan krisis pangan, krisis 
energi, bahkan krisis keuangan yang juga 
berdampak di banyak negara. Akan tetapi 
Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk 
merespons berbagai tantangan tersebut 
dengan menempatkan kepentingan 
dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan 
utama. Oleh sebab itu, Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mengusung 

tema “Peningkatan Produktivitas untuk 
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan 
Berkelanjutan” sebagai tongkat estafet 
keberlanjutan pembangunan yang 
terus dibawa menuju pencapaian cita-
cita berbangsa dan bernegara. Tema 
pembangunan tersebut menekankan 
pentingnya peningkatan produktivitas 
melalui reviltalisasi industri dan penguatan 
riset terapan, mendorong pemulihan dunia 
usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, 
serta peningkatan infrastruktur digital dan 
konektivitas. 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 
memuat 45 Proyek Prioritas Strategis/Major 
Project (MP) yang mendukung pencapaian 
sasaran tujuh Prioritas Nasional (PN), 
dengan 14 MP yang menjadi penekanan 
(highlight). Penajaman MP dilakukan melalui 
mekanisme Clearing House (CH) yang telah 
dimulai pada RKP Tahun 2022 yang tetap 
dilaksanakan dan dipertajam pada RKP 
Tahun 2023. Penajaman mekanisme CH 
ini bertujuan untuk menjamin tercapainya 
output MP dan dipastikan agar bermanfaat 
bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN 
Tahun 2020-2024.

Akhirnya, kami berharap dokumen ini 
dapat dijadikan pedoman bagi seluruh 
stakeholders dalam menyusun kebijakan 
pembangunan pada seluruh sektor dan 
level pemerintahan, termasuk badan usaha 
dan Non-State Actor untuk berpartisipasi 
dan berkolaborasi dalam mendorong 
peningkatan produktivitas untuk 
mendukung transformasi ekonomi yang 
inklusif dan berkelanjutan. Bersama kita 
bisa untuk Indonesia yang berdaulat, maju 
adil dan makmur di tahun 2045.

SUHARSO MONOARFA
Menteri PPN/Kepala Bappenas
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     TEMA, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI   
     PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2023
RKP Tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi 
yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Penetapan tema mempertimbangkan arahan Presiden, 
hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, hasil forum 
konsultasi publik dan kerangka ekonomi makro. Selain itu, penetapan tema tersebut juga 
mempertimbangkan isu strategis dan dinamika pandemi COVID-19, serta konsistensi 
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
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Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan delapan arah 
kebijakan pembangunan

 

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi 
pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana 
termuat pada infografis di bawah ini.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas 
Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan RPJMN 
Tahun 2020-2024 yang tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023. 
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 SASARAN PEMBANGUNAN
Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah

(1)	 mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan 
indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, 
dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; dan

(2)	 peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi 
pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) 
tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai 
tukar petani dan nilai tukar nelayan.

Target Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2023

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023
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 SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH
Pengembangan wilayah tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi 
sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah, serta 
mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali 
dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.

Keterangan: a) Pertumbuhan ekonomi merupakan rata-rata tahun 2020–2024, sementara tingkat pengangguran 

merupakan target 2024 pada RPJMN Tahun 2020–2024; b) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 

2022; c) Trajectory RPJMN Tahun 2020-2024 di tahun 2023.
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 PRIORITAS NASIONAL

penguatan  sistem keuangan; peningkatan 
kualitas investasi; peningkatan ekspor dan 
partisipasi dalam rantai produksi global; 
perbaikan sistem logistik; percepatan transisi 
menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); 
pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi 
hijau. Pada tahun 2023, sasaran yang akan 
diwujudkan dalam rangka memperkuat 
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan 
yang berkualitas dan berkeadilan 
sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran, Indikator, dan Target PN 1

No. Sasaran/Indikator Target 2023 

1.
Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai 
modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

1.1 Porsi EBT dalam bauran energi nasional (%) 17,90

1.2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (nilai) 94,00

1.3
Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 
secara berkelanjutan (WPP)

11

2.
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing 
perekonomian

2.1 Rasio kewirausahaan nasional (%) 3,21b)

2.2 Pertumbuhan PDB pertanian (%)d) 3,2–3,6

2.3 Pertumbuhan PDB perikanan (%) 5,00–6,00

2.4 Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1) (%) 5,30–5,60

2.5 Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1)a) (%) 20,60

2.6 Nilai devisa pariwisata (8.9.1)c)a) (miliar US$) 2,07– 9,05

2.7 Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1)a) (%) 4,10

2.8 Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang) 2,7–3,1e)

PRIORITAS NASIONAL 1
MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG 
BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

Kebijakan pembangunan pada PN 
Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas 
dan Berkeadilan diarahkan untuk 
mendorong peningkatan produktivitas 
untuk transformasi ekonomi yang inklusif 
dan berkelanjutan. Pelaksanaannya 
difokuskan pada sektor pertanian; industri 
pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM); serta 
didukung penguatan reformasi fiskal;  
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No. Sasaran/Indikator Target 2023 

2.9 Pertumbuhan investasi (PMTB) (%) 6,1-6,3

2.10 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%) 11,18

2.11 Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%) 5,3-6,6

2.12 Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1)a) (%) 9,60f)

Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024; Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024; Pemutakhiran RKP 2022. 

Keterangan: a) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk Sustainable Development Goals 

(SDGs); b) Penyesuaian target Rasio Kewirausahaan Nasional 2023–2024 sesuai dengan hasil exercise Kementerian 

PPN/Bappenas berdasarkan capaian 2020–2021 yang kurang dari target akibat pandemi COVID-19; c) Angka 

Realisasi LKPP Audited; d) Indikator pertumbuhan PDB pertanian sama dengan pertumbuhan PDB pertanian, 

kehutanan, dan perikanan; e) Angka target tahun 2023 masih dalam perhitungan; f) Angka berdasarkan UU No. 

28/2022 tentang APBN Tahun 2023.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Ketahanan 
Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, akan dilakukan melalui 
delapan Program Prioritas.

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
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Major Project

Dalam PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan 
Berkeadilan telah disusun sembilan MP sebagai langkah konkret pencapaian sasaran, yaitu 

MP Industri 4.0 pada 
7 Subsektor Industri 

Prioritas

MP Pengelolaan    
Terpadu UMKM

MP Destinasi Pariwisata 
Prioritas

MP Kawasan Industri 
Prioritas dan Smelter

MP Penguatan Jaminan 
Usaha Serta 350 Korporasi 

Petani dan Nelayan

MP Akselerasi 
Pengembangan Energi 

Terbarukan dan Konservasi 
Energi

MP Revitalisasi Tambak di 
Kawasan Sentra Produksi 

Udang dan Bandeng

MP Integrasi Pelabuhan 
Perikanan dan Fish Market 

Bertaraf Internasional

MP Food Estate 
(Kawasan Sentra 
Produksi Pangan)

Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk 
mendukung pencapaian PN Memperkuat 
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan 
yang Berkualitas dan Berkeadilan, yaitu

1.	 Rancangan Undang-Undang tentang 
Perkoperasian;

2.	 Rancangan Peraturan Presiden tentang 
Rencana Induk Destinasi Pariwisata 
Nasional Raja Ampat;

3.	 Rancangan Peraturan Presiden tentang 
Rencana Induk Destinasi Pariwisata 
Nasional Labuan Bajo;

4.	 Rancangan Peraturan Presiden tentang 
Rencana Induk Destinasi Pariwisata 
Nasional Bromo-Tengger-Semeru; 

5.	 Rancangan Peraturan Presiden tentang 
Rencana Induk Destinasi Pariwisata 
Nasional Wakatobi;

6.	 Rancangan Peraturan Presiden tentang 
Rencana Induk Destinasi Pariwisata 
Nasional Toba;

7.	 Rancangan Peraturan Presiden tentang 
Rencana Induk Destinasi Pariwisata 
Nasional Borobudur-Yogyakarta-
Prambanan;

8.	 Rancangan Peraturan Presiden tentang 
Industri Digital;

9.	 Peraturan Presiden tentang Transformasi 
Ekonomi Bali; dan

10.	Rancangan Peraturan Presiden tentang 
Strategi Nasional Perlindungan 
Konsumen.
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PRIORITAS NASIONAL 2
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN 
DAN MENJAMIN PEMERATAAN

serta rantai nilai daerah, mempercepat 
optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, 
dan mempercepat pemerataan kualitas 
hidup antarwilayah. Pada tahun 2023, 
sasaran yang akan diwujudkan dalam 
rangka mengembangkan wilayah untuk 
mengurangi kesenjangan dan menjamin 
pemerataan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sasaran, Indikator, dan Target PN 2

No. Sasaran/Indikator Target 2023

1
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di 
Kawasan Timur Indonesia (KTI)

1.1
Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI (%/
tahun)a)

6,4–6,9

1.2 IPM KTI (nilai min–maks)b) 62,54–78,18

1.3 Persentase penduduk miskin KTI (%)c) 9,4–10,2

2
Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di 
Kawasan Barat Indonesia (KBI)

2.1 Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun)a) 5,0-5,2

2.2 IPM KBI (nilai min–maks)b) 70,48–82,43

2.3 Persentase penduduk miskin KBI (%)c) 7,3–7,9

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Keterangan: a) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2022 

merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka tahun 2023 merupakan assessment 

Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan 

ekonomi kuartal III-2022. Angka tahun 2024 merupakan angka sasaran yang mengacu pada dokumen RPJMN 

2020–2024; b) Angka tahun 2020 dan 2021 adalah angka realisasi (BPS). Angka tahun 2022 merupakan angka 

sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas 

dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka 

tahun 2024 adalah indikator RPJMN 2020–2024; c) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi pada 

tahun tersebut (BPS, diolah). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 

2022. Angka 2023 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan outlook tingkat kemiskinan 

dengan mempertimbangkan dampak COVID-19. Angka tahun 2024 adalah target yang ingin dicapai pada tahun 

2024. Jumlah digital untuk semua angka menyesuaikan dengan target nasional. 

Pembangunan wilayah pada tahun 
2023 diarahkan untuk mempercepat 
pemulihan dampak pandemi COVID-19 
dengan mengadopsi cara-cara baru dan 
pengembangan sumber pertumbuhan baru 
seiring pergeseran preferensi permintaan 
dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, 
mempercepat transformasi sosial ekonomi 
untuk meningkatkan rantai produksi 

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
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Kerangka Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 
dan Menjamin Pemerataan dijabarkan ke dalam tujuh Program Prioritas.

Major Project

Pada tahun 2023, perencanaan dan penganggaran PN 2 akan difokuskan pada pelaksanaan 
delapan Proyek Prioritas Strategis/Major Project yakni 

MP Pembangunan 
Wilayah Batam - Bintan

MP Wilayah Adat Papua: 
Wilayah Adat Laa Pago dan 

Wilayah Adat Domberay

MP Pengembangan Wilayah 
Metropolitan (WM): 

Palembang, Denpasar, 
Banjarmasin, Makassar

MP Pemulihan Pascabencana: 
Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau 
Lombok dan Sekitarnya, serta 
Kawasan Pesisir Selat Sunda

MP Pembangunan Ibu 
Kota Nusantara

MP PKSN Kawasan 
Perbatasan Negara

MP Pembangunan Kota 
Baru: Maja, Tanjung 

Selor, Sofifi, dan Sorong

MP Manajemen Aset Lahan 
dalam Pemberdayaan 
Masyarakat (Reforma 

Agraria)
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Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk 
mendukung PN 2 Mengembangkan 
Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 
dan Menjamin Pemerataan adalah

1.	 Rancangan Undang-Undang tentang 
Perkotaan;

2.	 Rancangan Undang-Undang tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus 
Jakarta Perubahan Undang-Undang No. 
29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;

3.	 Rancanan Undang-Undang tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

4.	 Revisi Peraturan Presiden No. 45 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang 
Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, 
Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita);

5.	 Revisi Peraturan Presiden No. 58 Tahun 
2014 tentang Kawasan Borobudur dan 
Sekitarnya;

6.	 Rancangan Peraturan Presiden tentang 
Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara;

7.	 Rancangan Peraturan Presiden tentang 
Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur 
Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, 
dan Perwakilan Organisasi/Lembaga 
Internasional;

8.	 Rancangan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia tentang Rencana Tata Ruang 
Kawasan Subak-Bali Landscape;

9.	 Rancangan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia tentang Rencana Tata Ruang 
Kawasan Ekosistem Leuser;

10.	Revisi Peraturan Presiden No. 3 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Pulau Kalimantan.;

11.	Rancangan Peraturan Kepala Otorita 
Ibu Kota Nusantara tentang Rencana 
Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN 
Selatan;

12.	Rancangan Peraturan Kepala Otorita 
Ibu Kota Nusantara tentang Rencana 
Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Utara;

13.	Rancangan Peraturan Kepala Otorita 
Ibu Kota Nusantara tentang Rencana 
Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN 
Simpang Samboja;

14.	Rancangan Peraturan Kepala Otorita 
Ibu Kota Nusantara tentang Rencana 
Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Kuala 
Samboja;

15.	Rancangan Peraturan Kepala Otorita 
Ibu Kota Nusantara tentang Rencana 
Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Muara 
Jawa. 

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
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PRIORITAS NASIONAL 3
MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing merupakan 
kunci peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif 
dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2023 akan diarahkan pada keberlanjutan 
Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, 
dan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial. Sasaran yang akan dicapai dalam rangka 
meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023 dapat dilihat pada 
Tabel 3.

Tabel 3. Sasaran, Indikator, dan Target PN 3

No. Sasaran/Indikator Target 2023

1 Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan

1.1 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 
15–49 tahun)

2,19

1.2 Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%) 99,00

2 Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk

2.1

 

 

Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial 
(%)

 

2.1.1   Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 
(%)

91,00

2.1.2   Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh 
bantuan sosial pemerintah (%)

78,00

3 Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan

3.1 Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) 194

3.2 Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) 17,6

3.3 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 17,50

3.4 Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 211

3.5 Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/
kota)

385

3.6 Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kabupaten/kota) 482

3.7 Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%) 21,80

3.8 Persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun (%) 8,80

3.9 Nilai rata-rata hasil PISA:  

3.9.1   Membaca 394

3.9.2   Matematika 385

3.9.3   Sains 399
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No. Sasaran/Indikator Target 2023

3.10 Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) 9,24

3.11 Harapan lama sekolah (tahun) 13,22

4 Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda

4.1 Indeks Perlindungan Anak (IPA) 71,66

4.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 91,17 –91,44

4.3 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 56,65

5 Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan

5.1 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif 
(%)

38,00

6 Meningkatnya produktivitas dan daya saing

6.1 Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%) 48,00

6.2 Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university (PT):  

6.2.1   Top 200 0

6.2.2   Top 300 1

6.2.3   Top 500 2

6.3 Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan 
tinggi (%)

43,00

6.4 Peringkat Global Innovation Index 75–80

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Pencapaian sasaran PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dilakukan melalui 
tujuh Program Prioritas.

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023
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Major Project

Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing telah disusun 
lima MP sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran, yaitu

MP Percepatan 
Penurunan Kematian Ibu 

dan Stunting

MP Reformasi Sistem 
Kesehatan Nasional

MP Pembangunan Science 
Technopark (Optimalisasi 

Triple Helix di 4 Major 
Universitas)

MP Pendidikan dan 
Pelatihan Vokasi untuk 

Industri 4.0

MP Reformasi Sistem 
Perlindungan Sosial

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan 
dalam mendukung pelaksanaan PN 
Meningkatkan Sumber Daya Manusia 
Berkualitas dan Berdaya Saing adalah 

1.	 Pembentukan Gugus Tugas Registrasi 
Sosial Ekonomi (Regsosek);

2.	 Pembentukan Tim Koordinasi Nasional 
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan 
Pelatihan Vokasi (TKNV); dan

3.	 Pembentukan Tim Koordinasi Daerah 
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan 
Pelatihan Vokasi (TKDV).

Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam 
mendukung pelaksanaan PN Meningkatkan 
Sumber Daya Manusia Berkualitas dan 
Berdaya Saing.

1.	 Rancangan Peraturan Menteri PPN 
tentang Pembentukan Gugus Tugas 
Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek); 
dan

2.	 Rancangan PP tentang Pengamanan 
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
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PRIORITAS NASIONAL 4
REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki kedudukan penting dalam 
pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, 
dan berdaya saing. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki peran sentral 
dalam memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, disiplin, 
etos kerja, jujur, tekun, gigih, dan tangguh sebagai faktor penentu untuk mencapai kemajuan 
melalui proses pembangunan dan modernisasi di segala bidang kehidupan. Sasaran yang 
akan diwujudkan dalam rangka memperkuat PN Revolusi Mental dan Pembangunan 
Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sasaran, Indikator, dan Target PN 4

No. Sasaran/Indikator Target 2023

1 Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk 
memantapkan ketahanan budaya

1.1 Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai) 73,13

1.2 Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila (nilai) 79,08

2 Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan 
dalam pembangunan

2.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai) 61,20

3 Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial

3.1 Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai) 0,65

4 Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan 
membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat

4.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai) 75,00

5 Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa

5.1 Indeks Pembangunan Keluarga (nilai) 59,00

5.2 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun) 22,10

6 Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, 
inovatif, dan kreatif

6.1 Nilai Budaya Literasi (nilai) 68,37

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, BKKBN, BPS, BPIP, 2019-
2022

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023
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Pencapaian sasaran PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dilakukan melalui 
empat Program Prioritas.
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PRIORITAS NASIONAL 5
MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN 
EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

Pembangunan infrastruktur tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk 
transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan 
infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang 
menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan 
Ibu Kota Nusantara. Sasaran dan indikator utama PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar tahun 2023 dapat dilihat pada 
Tabel 5.

Tabel 5. Sasaran, Indikator, dan Target PN 5

No. Sasaran/Indikator Target 2023

1 Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar

1.1 Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%) 67,88

1.2 Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan 
terhadap angka dasar tahun 2010 (%)

63

1.3 Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %) 0,50

1.4 Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %) 68,50

2 Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses 
menuju pelayanan dasar

2.1 Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km) 2,08

2.2 Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) (%) 26

2.3 Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 
2 (%)

91,16

2.4 Persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara (%) 89

3 Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan

3.1 Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal 
perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)

6

(berlanjut)

3.2 Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau 
di perkotaan (%)

70,77

4 Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan

4.1 Rasio elektrifikasi (%) ~100

4.2 Rata-rata pemenuhan kebutuhan (Konsumsi) listrik (kWh/Kapita) 1.336

4.3 Penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton) 116

5 Meningkatnya layanan infrastruktur TIK

5.1 Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar 
(4G) (%)

99

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023
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Pencapaian sasaran PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar dilakukan melalui lima Program Prioritas.

Major Project

Dalam mendukung pencapaian sasaran PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, telah dirancang Major Project sebagai 
berikut 

MP Rumah Susun 
Perkotaan (1 Juta)

MP 18 Waduk 
Multiguna

MP Akses Sanitasi (Air 
Limbah Domestik) Layak 
dan Aman (90%Rumah 

Tangga)

MP Akses Air Minum 
Perpipaan (10 Juta 

Sambungan Rumah)

MP Pemulihan 4 DAS 
Krisis

MP Jaringan Pelabuhan 
Utama Terpadu

MP Kereta Api 
Makassar-Pare Pare

MP Pengamanan Pesisir 
5 Perkotaan Pantura 

Jawa

MP Jalan Tol Trans 
Sumatera Aceh-

Lampung

MP KA Kecepatan Tinggi 
Pulau Jawa (Jakarta-

Semarang dan Jakarta-
Bandung)

MP Jalan Trans Papua 
Merauke-Sorong

MP Jembatan Udara 37 
Rute di Papua

MP Jalan Trans pada 18 
Pulau Tertinggal, Terluar, 

dan Terdepan

MP Penyediaan Tenaga Listrik: 
Pembangkit Listrik 27.000 MW, 

Transmisi 19.000 kms dan 
Gardu Induk 38.000 MVA

MP Sistem Angkutan Umum 
Massal Perkotaan di 6 Wilayah 

Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang, 

dan Makassar

MP Infrastruktur Jaringan 
Gas Kota untuk 4 Juta 
Sambungan Rumah

MP Pembangunan dan 
Pengembangan Kilang 

Minyak

MP Transformasi    
Digital

MP Pipa Gas Bumi Trans 
Kalimantan (2.219 km) 
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Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi yang diperlukan dan direncanakan dilaksanakan di tahun 2023 untuk 
mendukung PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi 
dan Pelayanan Dasar antara lain

1.	 Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi Keselamatan 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2.	 Revisi Peraturan Pemerintah No. 34/2006 tentang Jalan;

3.	 Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum 
Massal Perkotaan.

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023
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PRIORITAS NASIONAL 6
MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, 
DAN PERUBAHAN IKLIM

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP 
Tahun 2023 difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan 
hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka 
menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan; serta pembangunan 
yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. 
Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan 
pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup; pengelolaan keanekaragaman 
hayati yang berkelanjutan; peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim; 
serta pembangunan rendah karbon. Pada tahun 2023, sasaran yang akan dicapai dalam 
membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 
dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Sasaran, Indikator, dan Target PN 6

No. Sasaran/Indikator Target 2023

1 Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai) 69,48

2 Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim

2.1 Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim 
terhadap total PDB (%)

1,10

3 Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca 
(GRK) terhadap baseline

3.1 Persentase penurunan emisi GRK (%)  

 a. Kumulatif 27,02

 b. Tahunan 26,80

3.2 Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%) 29,70

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
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Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan 
Perubahan Iklim terdiri atas tiga Program Prioritas.

Major Project

Dalam PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan 
Perubahan Iklim disusun 2 (dua) MP yaitu

MP Pembangunan 
Fasilitas Pengolahan 

Limbah B3
MP Penguatan Sistem 

Peringatan Dini Bencana

Kerangka Regulasi

Kebutuhan regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Membangun 
Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pada tahun 
2023 adalah

1.	 Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati Indonesia Pasca 2020 (Indonesia Biodiversity Strategy and 
Action Plan Post 2020/IBSAP Post 2020).

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023
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PRIORITAS NASIONAL 7
MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI
PELAYANAN PUBLIK

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan memperkokoh upaya 
peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 
Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi,  
pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan 
internasional yang menyertakan aktor nonpemerintah, serta penyelenggaraan pertahanan 
dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan 
Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses 
tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi 
diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang 
pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, 
penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional 
untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan 
pengawasan penyelenggaraannya. Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam 
rangka memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dapat 
dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Sasaran, Indikator, dan Target PN 7

No. Sasaran/Indikator Target 2023

1 Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, 
Menguatnya Kapasitas Lembaga-lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan 
Warga Negara secara Optimal

1.1 Indeks Demokrasi Indonesiaa) (nilai) 79,25

1.2 Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi 
Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah2) (%)

78

2 Optimalnya Kebijakan Luar Negeri

2.1 Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional3) (nilai) 4,88b)

3 Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap

3.1 Indeks Pembangunan Hukum (nilai) 0,57c)

4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

4.1 Indeks Pelayanan Publik Nasional (nilai)4) 3,90d)

5 Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1 Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%)5) 100

Sumber: 1) BPS; 2) Kemenkominfo; 3) Kemenlu; 4) KemenPAN-RB; 5) Kemenhan.

Keterangan: a) penyesuaian dengan hasil perhitungan IDI menggunakan metode baru per Juni 2022; b) Indeks Peran 
dan Pengaruh Indonesia tahun 2022-2024 mengalami penyempurnaan formulasi perhitungan dengan konversi 
indeks berdasarkan skala guna mencerminkan tingkatan peran dan pengaruh dalam indeks; c) penghitungan nilai 
IPH dilakukan pada T+1, sehingga penghitungan nilai IPH 2022 akan dilakukan pada tahun 2023, penghitungan 
nilai IPH 2023 akan dilakukan pada tahun 2024, dan penghitungan nilai IPH 2024 akan dilakukan pada tahun 
2025; dan d) akan dikonfirmasi lebih lanjut dengan KemenPAN-RB.

31

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi 
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan



MP Penguatan 
Keamanan Laut di 

Natuna

MP Penguatan NSOC-
SOC dan Pembentukan 

121 CSIRT

Kerangka Regulasi

Kebutuhan regulasi pada PN Memperkuat 
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi 
Pelayanan Publik pada tahun 2023 sebagai 
upaya mendukung penataan regulasi 
nasional diarahkan untuk mendukung 
pelaksanaan kerangka regulasi dalam 
RPJMN 2020–2024, yang meliputi

1.	 Rancangan Undang-Undang tentang 
Perubahan atas UU No. 37/2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang;

2.	 Rancangan Undang-Undang tentang 
Jaminan Benda Bergerak;

3.	 Rancangan Undang-Undang tentang 

Major Project

Di dalam PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, 
terdapat dua Major Project, yaitu

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN Memperkuat Stabilitas 
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui lima PP

Badan Usaha;

4.	 Rancangan Undang-Undang tentang 
Hukum Acara Perdata;

5.	 Revisi UU No. 16/2011 tentang Bantuan 
Hukum;

6.	 Revisi UU No. 39/1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (HAM);

7.	 Rancangan Undang-Undang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi;

8.	 Rancangan Undang-Undang 
Perampasan Aset Tindak Pidana; dan

9.	 Rancangan Peraturan Pemerintah 
tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Pemerintah No. 5/2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik.

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023
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 HIGHLIGHT 14 MAJOR PROJECT

   Impact/outcome 

•	 Meningkatkan pertumbuhan PDB 
industri pengolahan menjadi 5,4-6,0% 
dan kontribusi PDB industri pengolahan 
menjadi 20,6%;

•	 Tercapainya realisasi PMA dan PMDN 
industri pengolahan sebesar Rp508,8- 574 
triliun (2023) dan Rp646,1 triliun (2024);

•	 Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri 
pengolahan menjadi 21,70 juta orang 
(2023) dan 22,5 juta orang (2024);

•	 Beroperasinya 14 kawasan industri 
prioritas (2023);

•	 Beroperasinya 31 smelter.

   Output

•	 Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri 
pengolahan mencapai  22,5 juta orang 
(2024);

•	 Tercapainya nilai realisasi PMA dan PMDN 
industri pengolahan sebesar Rp646,1 
triliun (2024);

•	 Pembangunan 14 kawasan industri dan 
31 smelter;

•	 Dukungan termasuk penyiapan SDM 
terampil melalui kerja sama vokasi antara 
K/L, badiklat, industri, dan pemda;

•	 Melakukan fasilitas penyusunan RTR/RDTR 
di sekitar kawasan industri.

Major Project Kawasan Industri Prioritas dan 
Smelter dilatarbelakangi oleh nilai kontribusi 
PDB industri pengolahan yang menurun 
dibawah nilai 20 persen, dengan rata-rata 
pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari 
pertumbuhan nasional. Selain itu, tingginya 
ketergantungan impor di mana sekitar 
71 persen impor Indonesia adalah bahan 
baku dan produk antara untuk industri. 
Kontribusi ekspor industri Indonesia pun 
lebih rendah dibandingkan dengan negara 

sejajar. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya investasi yang mendukung hilirisasi sumber 
daya alam, termasuk mineral dan kebutuhan peningkatan aktivitas ekonomi bernilai tambah 
tinggi dalam bentuk kawasan industri dan smelter di luar Pulau Jawa.

  Kawasan Industri Prioritas dan Smelter

Dalam Prioritas Nasional terdapat 14 MP 
yang menjadi penekanan (highlight) yakni 
(1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) 
Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi 
Pengembangan Energi Terbarukan dan 
Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan 
Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi 
Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: 
Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 

Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota 
Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan 
Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan 
Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan 
Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan 
Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) 
Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (13) 
Transformasi Digital, dan (14) Pembangunan 
Fasilitas Pengolahan Limbah B3.
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Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM 
dilatarbelakangi oleh kontribusi UMKM 
pada saat ini yang mencapai 57 persen PDB 
Nasional serta menyerap 97 persen dari 
total jumlah pekerja. Namun, pelaksanaan 
program pengembangan UMKM yang 
tersebar di berbagai K/L belum terintegrasi 
dengan baik. UMKM masih menghadapi 
kendala pada berbagai aspek usaha di 
antaranya bahan baku, proses produksi, 

   Impact/outcome

•	 Rasio kredit UMKM terhadap total kredit 
perbankan meningkat dari 19,89% pada 
tahun 2019 menjadi 21,44% pada tahun 
2023 dan 22,00% pada tahun 2024;

•	 Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 
1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% 
pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 
2024;

•	 Mendukung kontribusi koperasi terhadap 
PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 
dan 5,50% pada tahun 2024;

•	 Mendukung kontribusi UMKM terhadap 
ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada 
tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

  Pengelolaan Terpadu UMKM

pembiayaan, pemasaran, teknologi, dan SDM. Sementara itu, UMK yang menjalin 
kemitraan, termasuk berjejaring dalam rantai nilai global masih rendah, yaitu sebesar 7 
persen. Kontribusi ekspor UMKM masih sebesar 14 persen terhadap total ekspor Indonesia. 

   Output

•	 Jumlah kredit UMKM mencapai 
Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan 
Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;

•	 Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di 
tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di 
tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan 
Terpadu UMKM (Provinsi Aceh, Jawa 
Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan 
Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, 
D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, 
dan Sulawesi Selatan);

•	 Terbangunnya 10 rumah produksi 
bersama/factory sharing;

•	 Terwujudnya peningkatan kapasitas 
usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi 
pengelola Rumah Produksi Bersama.

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023
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  Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)

Food and Agriculture Organization (FAO) 
telah memberikan peringatan dini kepada 
seluruh pemimpin negara mengenai 
kemungkinan buruk dampak pandemi 
COVID-19 terhadap ketahanan pangan. 
Sebelum pandemi, diperkirakan sekitar 820 
juta orang di dunia telah menderita akibat 
kekurangan pangan. Adapun proyek ini 
juga dilatarbelakangi oleh pertambahan 
jumlah penduduk yang akan diikuti dengan 
peningkatan jumlah kebutuhan pangan.

   Impact/outcome

•	 Meningkatnya ketersediaan beras (2023: 
45,4 juta ton, 2024: 46,84 juta ton 
nasional);​

•	 Produksi jagung (2023: 34,12 juta ton, 
2024: 35,27 juta ton nasional);

•	 Peningkatan Nilai Tukar Petani (baseline 
2020: 101,65; 2023: 105-107; 2024: 
105, nasional);

•	 Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja 
Pertanian (2023: Rp57 juta/orang/
tahun, 2024: Rp59,8 juta/orang/tahun, 
nasional);

•	 Tercapainya produksi padi 356,9 ribu ton 
GKG (2023) di Kalimantan Tengah (2024: 
501,3 ribu ton GKG);

•	 Meningkatnya luas tanam padi 38.000 
ha pada tahun 2023 dan terbangunnya 
Kawasan Food Estate seluas 148.000 ha 
pada tahun 2024 di Kalimantan Tengah.

   Output

•	 Meningkatnya produktivitas 5,3% per 
tahun (pemenuhan target ditujukan 
khusus di lokus Kalimantan Tengah);

•	 Meningkatnya indeks pertanaman 
(IP) 5% per tahun (pemenuhan target 
ditujukan khusus di lokus Kalimantan 
Tengah);

•	 Terbangunnya Kawasan Food Estate 
seluas 148.000 ha pada tahun 2024 
(Kalimantan Tengah).
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  Destinasi Pariwisata Prioritas

   Output

•	 Meningkatnya kontribusi PDB sektor 
pariwisata 4,50% tahun 2024;

•	 Meningkatnya devisa sektor pariwisata 
sebesar  7,38-13,08 miliar US$ tahun 
2024;

•	 Meningkatnya jumlah wisatawan 
nusantara menjadi 1.250-1.500 juta 
perjalanan pada tahun 2024;

•	 Meningkatnya jumlah wisatawan 
mancanegara menjadi 9,5-14,3 juta 
kunjungan pada tahun 2024;

•	 Meningkatnya jumlah tenaga kerja 
pariwisata 22,08 juta orang pada tahun 
2024.

   Impact/outcome

•	 Meningkatnya kontribusi sektor 
pariwisata dalam PDB menjadi 4,10% 
(2023) dan 4,50% (2024);

•	 Meningkatnya devisa sektor pariwisata 
sebesar 2,07-5,95 miliar US$ (2023) dan 
7,83-13,08 miliar (2024);

•	 Meningkatnya jumlah wisatawan 
nusantara menjadi 1.200-1.400 juta 
perjalanan (2023) dan 1.250-1.500 juta 
perjalanan (2024);

•	 Meningkatnya jumlah wisatawan 
mancanegara menjadi 3,5-7,4 juta 
kunjungan (2023) dan 9,5-14,3 juta 
kunjungan (2024);

•	 Meningkatnya jumlah tenaga kerja 
pariwisata 21,93 juta orang (2023);

•	 Terbangunnya infrastruktur dasar dan 
aksesibilitas kunci untuk 5 Destinasi 
Pariwisata Super Prioritas (DPSP); dan

•	 Peningkatan proporsi kunjungan 
wisatawan di 5 DPSP terhadap total 
kunjungan wisatawan menjadi sebesar 
32%.

Major Project ini dilatarbelakangi oleh belum 
tercapainya pembangunan pariwisata yang 
berkualitas dan berkelanjutan. Infrastruktur 
dasar dan konektivitas masih terbatas, serta 
daya dukung lingkungan yang kurang 
berkelanjutan. Selain itu, Major Project ini 
dilatarbelakangi oleh keterbatasan jumlah 
dan kualitas SDM pariwisata serta kesiapan 
industri pariwisata dan masyarakat, dan 
belum optimalnya investasi di bidang 
pariwisata.

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023
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  Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

Major Project Akselerasi Pengembangan 
Energi Terbarukan dan Konservasi Energi 
dilatarbelakangi oleh target porsi bauran 
energi terbarukan dalam bauran energi 
primer nasional mencapai 23 persen di tahun 
2025 (RUEN). Sampai 2021, capaian porsi 
bauran energi terbarukan dalam bauran 
energi primer nasional baru mencapai 
12,2 persen. Potensi energi terbarukan di 
Indonesia mencapai 419,3 gigawatt namun 
pemanfaatan energi terbarukan sampai 

   Impact/outcome

•	 Meningkatnya porsi energi baru 
terbarukan dalam bauran energi nasional 
menjadi 17,9% pada 2023 dan menuju 
23% tahun 2024;

•	 Tercapainya intensitas energi primer 
sebesar Rp135,2 SBM/miliar pada tahun 
2023 dan Rp133,8 SBM/miliar pada 
tahun 2024;

•	 Penurunan emisi GRK sektor energi 
sebesar 12,8% pada  tahun 2023 dan 
13,2% pada tahun 2024 terhadap 
baseline (BAU).

tahun 2021 baru mencapai 12,4 gigawatt. Hingga saat ini, perkebunan sawit rakyat di 
Indonesia mencapai 5,8 juta ha dan Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit 
terbesar di dunia. Ditargetkan, intensitas energi final (indikator konservasi energi) turun 1 
persen per tahun sampai dengan tahun 2025 (KEN dan RUEN) dan pengurangan emisi Gas 
Rumah Kaca (GRK) sektor energi ditargetkan mencapai 116 juta ton CO2.

   Output

•	 Pembangunan PLT ET 1,8 gigawatt (lokasi 
tersebar sesuai RUPTL 2021-2030);

•	 Pembangunan PLTS Terpadu daerah 3T 
sebanyak 12 unit dan 2 unit PLTS Atap di 
Gedung K/L;

•	 Tersedianya 1 rekomendasi volume 
biofuel untuk domestik;

•	 Tersusunnya Standar Kinerja Energi 
Minimum (SKEM) dan label hemat energi 
pada peralatan pemanfaat energi.
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  Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

   Output

•	 Pengembangan 8 bandara;

•	 Pembangunan 2 pelabuhan penyeberangan;

•	 Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-
Sorong 20,7 km;

•	 Penugasan khusus tenaga kesehatan Provinsi 
Papua dan Papua Barat 200 orang;

•	 Perluasan kawasan sagu (300 ha), kopi (100 
ha), dan kakao (100 ha).

Major Project ini dilatarbelakangi oleh 
masih banyaknya daerah tertinggal, 
kondisi geografis dan aksesibilitas yang 
sulit, kualitas sumber daya manusianya 
(SDM) rendah, serta jumlah penduduk 
miskin yang tinggi.

   Impact/outcome

•	 Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah 
Adat Laa Pago sebesar 50,2–50,7 dan 
rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay 
sebesar 64,3-64,8 pada tahun 2023;

•	 Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah 
Adat Laa Pago sebesar 51,2-51,7 dan 
rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay 
sebesar 65,0-65,5 pada tahun 2024.

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023
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  Pembangunan Ibu Kota Nusantara

   Impact/Outcome

•	 Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB 
Wilayah Kalimantan 5,2-5,5% pada 
tahun 2023 dan 5,40% pada tahun 
2024 (baseline 2019: 4,96%).​

   Output

•	 Rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan 
DAS sekitarnya;

•	 Pemulihan ekosistem area IKN;

•	 Konservasi Kawasan Ibu Kota Nusantara 
(IKN) dengan nilai keanekaragaman 
hayati tinggi;

•	 Terlaksananya pelepasan kawasan hutan 
pembangunan IKN;

•	 Terlaksananya pengamanan Ibu Kota 
Negara;

•	 Pemetaan/penilaian potensi dan 
kompetensi ASN;

•	 Tersusunnya dokumen sanksi 
administratif pelanggaran pemanfaatan 
ruang di IKN;

•	 Tersusunnya materi teknis dan Ranperda 
(PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota hasil 
bimbingan teknis di Pulau Kalimantan - 
Provinsi Kalimantan Timur;

Major Project Pembangunan IKN ini 
dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan 
KBI dan KTI: kontribusi PDRB Pulau Jawa 
dan Sumatera mendominasi dengan angka 
79,30 persen dari PDB Indonesia. Impact/    

•	 Terpetakannya bidang tanah bersertifikat 
yang akan dibangun di kawasan IKN;

•	 Tersusunnya dokumen kebijakan 
untuk mendukung penyelenggaraan 
telekomunikasi di IKN;

•	 Tersusunnya standar instrument 
pengelolaan hutan berkelanjutan di IKN;

•	 Tersusunnya dokumen rencana induk, 
studi perencanaan teknis, OBC untuk 
pembangunan infrastruktur konektivitas 
di IKN;

•	 Tersusunnya hasil analisis dan konsep 
fasilitas pelayanan kesehatan di IKN;

•	 Terlaksananya pembangunan gedung 
dan penataan kawasan IKN;

•	 Terbangunnya infrastruktur jalan dan 
jembatan untuk mendukung konektivitas 
di IKN;

•	 Terbangunnya Bendungan Sepaku 
Semoi;

•	 Terbangunnya Jaringan Interkoneksi 
(listrik);

•	 Terbangunnya Jaringan Transmisi 
Tegangan Tinggi;

•	 Terbangunnya Infrastruktur ICT di 
Kawasan Ibu Kota Negara; 
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•	 Terbangunnya Jaringan Telekomunikasi 
di Ibu Kota Negara;

•	 Terbangunnya Infrastruktur Gas Bumi di 
IKN;

•	 Terlaksananya Pembangunan SPAM IKN;

•	 Terbangunnya sistem pengelolaan 
sanitasi di IKN;

•	 Terbangunnya infrastruktur air baku;

•	 Terlaksananya pelatihan berbasis 
kompetensi oleh unit pelayanan teknis 
pusat;

•	 Tersusunnya rekomendasi kebijakan 
pengawalan/pengendalian desain 
sistem pertanahan dan keamanan, serta 
infrastruktur TIK di Ibu Kota Negara Baru;

•	 Tersusunnya peta peluang investasi 
proyek prioritas strategis yang siap 
ditawarkan di Ibu Kota Negara (IKN) 
bidang infrastruktur, jasa kawasan, 
manufaktur, dan sumber daya alam.

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023
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  Reformasi Sistem Perlindungan Sosial 

Major Project ini dilatarbelakangi oleh 
ketepatan sasaran program bantuan sosial 
yang masih rendah, pada Maret 2021 
sekitar 1,9 juta rumah tangga miskin 
ekstrem tidak menerima program sembako, 
jumlah ini meningkat sebanyak 100 ribu 
dari September 2020. Selain itu, angka 
kemiskinan ekstrem masih tinggi terlihat dari 
penduduk miskin ekstrem yang meningkat 
sekitar 1,3 juta orang selama pandemi 

   Impact/outcome

•	 Penurunan angka tingkat kemiskinan 
menjadi 7,5-8,5% di tahun 2023 dan 
6-7% di tahun 2024;

•	 Penurunan angka penduduk miskin 
ekstrem menjadi 1,5-2,0% di tahun 
2023 dan 0-1% di tahun 2024.

   Output

•	 Cakupan 100% daerah melaksanakan 
Registrasi Sosial Ekonomi di tahun 2022, 
2023, 2024;

•	 Terbangunnya skema digitalisasi bantuan 
sosial;

•	 Terbangunnya skema perlindungan sosial 
adaptif untuk penanganan bencana;

•	 Cakupan 70% desa/kelurahan 
menggunakan digitalisasi monografi 
desa/kelurahan untuk perencanaan 
penganggaran berbasis bukti;

COVID-19. Pada September 2021 angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,73 persen dari total 
penduduk Indonesia. Kemudian, cakupan program jaminan sosial masih terbatas, tercatat 
cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2021 sebesar 86,96 persen.

•	 Penyelenggaraan layanan terpadu 
penanggulangan kemiskinan di 300 
kabupaten/kota tahun 2023 dan 514 
kabupaten/kota tahun 2024;

•	 Meningkatnya cakupan instansi yang 
mendapatkan pemahaman program 
jaminan sosial tenaga kerja;

•	 Peningkatan cakupan kepesertaan 
program jaminan sosial sebesar 13,3 juta 
peserta;

•	 Penyaluran program sembako bagi 15,6 
juta KPM di tahun 2023 dan 2024;

•	 Penyaluran program keluarga harapan 
bagi 10 juta KPM di tahun 2023 dan 
2024.
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  Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

   Impact/outcome

•	 Menurunnya insidensi tuberkulosis 
menjadi 211/100.000 penduduk pada 
tahun 2023 dan 190/100.000 penduduk 
pada tahun 2024;

•	 Puskesmas tanpa dokter menjadi 0% 
pada tahun 2023 dan 2024;

•	 Tercapainya pemenuhan 42 RS Rujukan 
Nasional pada tahun 2023 dan tahun 
2024;

•	 Meningkatnya jumlah kab/kota eliminasi 
malaria menjadi 385 kab/kota pada 
tahun 2023 dan 405 kab/kota pada 
tahun 2024;

•	 Meningkatnya cakupan imunisasi dasar 
lengkap pada anak usia 12-23 bulan 
menjadi 75% pada tahun 2023 dan 90% 
pada tahun 2024;

•	 Meningkatnya puskesmas dengan 
jenis tenaga kesehatan sesuai standar 
sebanyak 71% puskesmas pada tahun 
2023 dan 83% puskesmas pada tahun 
2024;

Major Project ini dilatarbelakangi oleh 
pencapaian target pembangunan kesehatan 
yang masih belum optimal. Kasus baru TB 
di Indonesia tertinggi ke-2 di dunia, 152 
kabupaten/kota belum mencapai eliminasi 
malaria, cakupan imunisasi yang masih di 
bawah 80 persen, dan faktor risiko penyakit 
tidak menular tinggi. Ditambah lagi, pandemi 
COVID-19 menunjukkan kerentanan sistem 
kesehatan nasional: pencegahan lemah 

(screening test dan tracing masih terbatas, sistem surveilans belum terintegrasi dan belum 
real-time, serta kapasitas pengujian di laboratorium lemah). Selain itu, fasilitas kesehatan, 
kefarmasian, dan alat kesehatan tidak siap. Kapasitas tenaga kesehatan pun masih terbatas 
dan pembiayaan kesehatan yang masih belum efisien.

•	 Meningkatnya ketersediaan minimal 
4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter 
spesialis lainnya di 85% RSUD kab/kota 
pada tahun 2023 dan 90% RSUD kab/
kota pada tahun 2024;

•	 Terakreditasinya 90% FKTP dan 95% RS 
pada tahun 2023 dan 100% FKTP dan 
100% RS pada tahun 2024;

•	 Terwujudnya integrasi dan digitalisasi 
sistem informasi surveilans menjadi 90% 
pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 
2024.

   Output

•	 Cakupan TB Treatment Coverage menjadi 
90% pada tahun 2023 dan 2024;

•	 Kab/kota dengan API Malaria < 1.000 
penduduk menjadi 495 kab/kota pada 
tahun 2023 dan 500 kab/kota pada 
tahun 2024;

•	 Kab/kota mencapai 80% imunisasi dasar 
lengkap menjadi 471 kab/kota pada 
tahun 2023 dan 488 kab/kota pada 
tahun 2024;

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023
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  Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

Major Project ini dilatarbelakangi oleh 
belum terpenuhinya kebutuhan tenaga 
kerja terampil, kreatif, inovatif, dan adaptif. 
Pekerja masih didominasi lulusan SMP ke 
bawah (54,66 persen). Proporsi pekerja 
pada bidang keahlian menengah dan tinggi 
di Indonesia hanya sekitar 41,92 persen. 
Sementara itu, industri 4.0 merupakan salah 
satu megatrend global yang harus diadopsi 
untuk meningkatkan daya saing Indonesia. 

   Impact/Outcome

•	 Meningkatnya proporsi pekerja pada 
bidang keahlian menengah dan tinggi 
menjadi 43,00% pada tahun 2023 dan 
43,10% pada tahun 2024;

•	 Meningkatnya lulusan pendidikan vokasi 
yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 
tahun setelah kelulusan menjadi 36,29% 
pada tahun 2023 dan 37,31% pada 
tahun 2024

Angkatan kerja harus memiliki keahlian yang bisa memanfaatkan teknologi dalam industri 
4.0 secara maksimal. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja 
menjadi upaya utama untuk memastikan penyediaan keahlian angkatan kerja ini. 

   Output

•	 Jumlah mahasiswa pendidikan tinggi 
vokasi yang bersertifikat kompetensi 
7.500 orang pada tahun 2023;

•	 Jumlah SMK yang dikembangkan 
berbasis industri 4.0 31 SMK pada tahun 
2023;

•	 Jumlah BLK yang ditransformasi 1 BLK 
pada tahun 2023 dan 1 BLK pada tahun 
2024.

•	 Jumlah dokter pasca internsip dan lulusan 
dokter spesialis yang didayagunakan 
sebanyak 800 dokter dan 660 dokter 
spesialis pada tahun 2023 serta 1.000 
dokter dan 660 dokter spesialis pada 
tahun 2024;

•	 Jumlah FKTP dan RS memenuhi 
persyaratan survei akreditasi sebanyak 
6.110 FKTP dan 1.169 RS pada tahun 
2023 dan 5.706 FKTP dan 991 RS pada 
tahun 2024;

•	 Jumlah bahan baku obat dan obat 10 
terbesar yang diproduksi dalam negeri 
sebanyak 14 molekul pada tahun 2023 
dan 20 molekul pada tahun 2024;

•	 RS milik pemerintah daerah yang 
memenuhi Sarana, Prasarana, dan Alat 
(SPA) sesuai standar menjadi 95% pada 
tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024;

•	 Rekomendasi surveilans faktor risiko dan 
penyakit berbasis laboratorium yang 
dimanfaatkan sebesar 95% pada tahun 
2023 dan 100% pada tahun 2024;

•	 Belanja kesehatan promotif preventif 
dalam JKN menjadi 12% pada tahun 
2023 dan 15% pada tahun 2024;

•	 Jumlah sistem data kesehatan Indonesia 
yang terstandar dan terintegrasi menjadi 
200 sistem pada tahun 2023 dan 300 
sistem pada tahun 2024.
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  Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting

Major Project ini ini dilatarbelakangi 
oleh dua hal. Pertama, Angka Kematian 
Ibu (AKI) masih tinggi, sebesar 305 per 
100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. 
Penurunan 5 tahun terakhir: 2,4 persen per 
tahun. Untuk itu, dibutuhkan penurunan 
5 persen per tahun guna mencapai target 
RPJMN. Kedua, prevalensi stunting masih 
tinggi sebesar 24,4 persen pada tahun 
2021.  Dengan demikian, diperlukan 
percepatan penurunan sebesar 3,5 persen 
per tahun untuk mencapai target RPJMN 
sebesar 14 persen.

   Impact/outcome

•	 Menurunkan angka prevalensi stunting 
pada balita menjadi 17,5% tahun 2023 
dan 14% pada tahun 2024;

•	 Menurunkan angka prevalensi wasting 
(kurus dan sangat kurus) pada balita 
sebesar 7,3% tahun 2023 dan 7% pada 
tahun 2024;

•	 Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) 
hingga 194 tahun 2023 dan 183 tahun 
2024 per 100.000 kasus kelahiran hidup.​

   Output

•	 Persentase imunisasi dasar lengkap pada 
anak usia 12-23 bulan sebesar 75% 
tahun 2023 dan 90% di tahun 2024;

•	 Persentase cakupan peserta KB aktif 
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
(MKJP) sebesar 27,57% tahun 2023 dan 
28,39% di tahun 2024;

•	 Persentase cakupan persalinan di fasilitas 
pelayanan kesehatan sebesar 93% tahun 
2023 dan 95% di tahun 2024;

•	 Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 
80% imunisasi dasar lengkap anak usia 
0-11 bulan sebesar 471 tahun 2023 dan 
488 tahun 2024;

•	 Persentase tingkat putus pakai 
pemakaian kontrasepsi (Drop Out/DO) 
sebesar 21,59% tahun 2023 dan 20% di 
tahun 2024;

•	 Persentase ibu hamil Kurang Energi 
Kronis (KEK) sebesar 11,5% pada 2023 
dan 10% pada 2024;

•	 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan 
mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif 
sebesar 55% pada 2023 dan 80% di 
tahun 2024;

•	 Persentase balita yang dipantau 
pertumbuhan dan perkembangannya 
sebesar 80% pada 2023 dan 90% di 
tahun 2024.

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023
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  Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

   Impact/outcome

•	 Meningkatkan persentase rute pelayaran 
yang saling terhubung (loop) sebesar 
25% (pada tahun 2021) menjadi 26% 
(tahun 2023), dan 27% (tahun 2024) 
dari total pelayaran nasional.

Major Project ini dilatarbelakangi oleh biaya 
logistik yang masih mahal, yakni sebesar 
24 persen dari total PDB. Sementara 
itu, pelabuhan simpul peti kemas belum 
mampu menampung kapal besar. Maka 
itu, dibutuhkan kawasan yang terkoneksi 
dengan infrastruktur konektivitas 
yang memadai dan sistem data untuk 
mempercepat proses administrasi pelayanan 
kapal.

   Output

•	 Terbangunnya Pelabuhan Patimban;

•	 Standardisasi Pelabuhan Tanjung Priok 
dan Makassar;

•	 Terbangunnya Jalan Akses Pelabuhan Tj. 
Priok, Jalan Tol Akses Patimban, Jalan 
Akses Pelabuhan Kijing.
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   Transformasi Digital​

   Impact/outcome

•	 99,5% desa berpenduduk yang 
mendapatkan akses jaringan mobile 
broadband pada 2023 dan 100% desa 
berpenduduk yang mendapatkan akses 
jaringan mobile broadband pada 2024;

•	 90% sekolah terlayani internet dengan 
tujuan menunjang pembelajaran pada 
tahun 2024;

•	 100% standardisasi dan integrasi data 
dan sistem fasilitas pelayanan kesehatan 
pada Platform Satu Sehat. 

Major Project ini dilatarbelakangi upaya 
memperluas pemanfaatan platform 
e-commerce yang efisien untuk meraih 
potensi ekonomi digital yang optimal. 
Di samping itu, major project ini juga 
untuk meningkatkan  efisiensi, efektivitas 
kegiatan belajar dan mengajar, serta 
aksesibilitas pengguna dan fleksibilitas 
waktu peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Major Project ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, 
efektivitas kegiatan layanan kesehatan publik, serta aksesibilitas dan fleksibilitas waktu 
pasien dan tenaga medis.

   Output

•	 Pembangunan baru 332 BTS USO 4G 
pada tahun 2023 dan tersedianya 9.568 
BTS USO 4G On Air pada 2024.

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
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  Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

Major Project ini dilatarbelakangi oleh 
tingginya timbulan limbah B3 di Indonesia. 
Timbulan limbah B3 medis ini meningkat 
selama pandemi. Sementara itu, fasilitas 
pengolahan limbah B3 masih minim.

   Impact/outcome

•	 Mendukung pencapaian target Indeks 
Kualitas Lingkungan Hidup menuju 69,48 
di tahun 2023 dan 69,74 di tahun 2024

   Output

•	 Meningkatkan kapasitas terpasang 
pengolahan limbah B3 sebesar ±4.680 
ton pada tahun 2023;

•	 Jumlah pembangunan fasilitas 
pengolahan limbah B3 dari sumber 
fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 
10 unit pada tahun 2023 dan 11 unit 
pada tahun 2024;

•	 Jumlah pembangunan fasilitas 
pengolahan limbah B3 terpadu sebanyak 
1 unit pada tahun 2023 dan 2 unit pada 
tahun 2024;

•	 Penambahan kapasitas pengolahan 
limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan 
kesehatan sejumlah ±19 ribu ton di 
tahun 2024;

•	 Penambahan kapasitas pengolahan 
limbah B3 dari sumber industri dan 
usaha/kegiatan lainnya sejumlah ±2 juta 
ton di tahun 2024.
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 STRATEGI PENDANAAN DAN INVESTASI

Prioritas Pendanaan

Kegiatan yang mendorong produktivitas 
perekonomian pada beberapa sektor dengan 
nilai tambah tinggi.

Kegiatan yang menjaga daya beli masyarakat.

Revitalisasi ekonomi domestik.

Pendanaan dalam RKP Tahun 2023 difokuskan pada 

Prioritas Pemanfaatan Pendanaan Pembangunan

Pendanaan 
Swasta

KPBU BUMN APBN

1

1

2

4

5

3

2

3

Penanganan pandemi COVID-19

Pembiayaan MP, khususnya 
yang memberikan dampak 
langsung terhadap penyerapan 
tenaga kerja dan pemulihan 
ekonomi seperti pariwisata, 
pembangunan infrastruktur 
daerah, dan industri

Persiapan pemilu 2024

Pembangunan Ibu Kota 
Nusantara

Percepatan pemulihan 
ekonomi dengan sumber 
utama berasal dari APBN

Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pendanaan

Strategi yang dilakukan untuk melakukan optimalisasi 
pemanfaatan sumber pendanaan, di antaranya

1.	 Melanjutkan proyek yang sedang berjalan;

2.	 Mengakomodasi kegiatan prioritas;

3.	 Meningkatkan kesiapan proyek.

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah
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Rencana Investasi Prioritas Swasta

PN1

PN5

Rp1.215,41 T*

Rp14,03 T*

Total Investasi 2023 Jml. Proyek

85

4

Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas.
Catatan: *Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per tanggal 18 Desember 2022.

Sebaran Proyek Prioritas Investasi Swasta di Seluruh Indonesia

Sumatera

Jawa

Bali & Nusa Tenggara

10 Proyek
Rp957,04 T*

Kalimantan

23 Proyek
Rp184,56 T*

Sulawesi & Maluku

3 Proyek
Rp8,23 T*

Papua

3 Proyek
Rp0,17 T*

22 Proyek
Rp58,47 T*

25 Proyek
Rp15,62 T*

Lintas Wilayah

Proyek3

Rp5,34 T*

Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas. 
Catatan: *Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 18 Desember 2022.
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Rencana Investasi Prioritas BUMN

PN 5

Jumlah Proyek

58

Rp215,95 T

PN 4

Jumlah Proyek

1

Rp1,56 T

PN 3

Jumlah Proyek

4

Rp2,16 T

PN 2

Jumlah Proyek

12

Rp6,86 T

PN 1

Jumlah Proyek

Total Investasi 2023 Total Investasi 2023 Total Investasi 2023 Total Investasi 2023 Total Investasi 2023

44

Rp63,98 T

Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian PPN/Bappenas.
Catatan: Data proyek BUMN per tanggal 30 November 2022.

Sebaran Proyek Prioritas BUMN di Seluruh Indonesia

14

Proyek

Sumatera dan
Kepulauan Riau

Rp77,86 T

18

Proyek

Kalimantan
Rp37,61 T

5

Proyek

Sulawesi &
Maluku
Rp5,47 T

51

Proyek

Jawa
Rp72,51 T

9

Proyek

Bali & Nusa
Tenggara
Rp8,36 T 

1

Proyek

Papua
Rp0,40 T

Mencakup :

25 Provinsi

54 Kabupaten/Kota

21 Proyek

Dilaksanakan
Lintas Wilayah
Rp88,64 T

Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian PPN/Bappenas.

Catatan: Data proyek BUMN per tanggal 30 November 2022.
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Alokasi Prioritas Nasional

Tahun 2023 merupakan tahun-tahun akhir RPJMN 2020-2024. Oleh sebab itu, pendanaan 
Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai target-target agenda 
pembangunan guna mendorong Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi 
yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Tabel 8. Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2023

No. Prioritas Nasional
Alokasi

(Rp. Triliun)

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan

54,7

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 
dan Menjamin Pemerataan

124,9

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

255,5

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 6,1

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

108,0

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan 
Bencana, dan Perubahan Iklim

8,9

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi 
Pelayanan Publik

57,6

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
Catatan: a) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas 
Nasional; b) Alokasi Prioritas Nasional mencakup rincian belanja K/L, Dana Transfer Khusus Fisik dan dan KPBU. 
Belum memperhitungkan Investasi Badan Usaha (BUMN/Swasta).
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     KERANGKA EVALUASI DAN PENGENDALIAN 
     PEMBANGUNAN
Kerangka Evaluasi

Tujuan evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 adalah untuk 

1.	 mengukur hasil capaian kinerja pembangunan yaitu pencapaian PN, PP, KP, ProP, dan 
MP sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan; serta 

2.	 memberi feedback dan landasan dalam perumusan tema dan sasaran pembangunan 
pada RKP Tahun 2025. 

Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 tahap I, adalah evaluasi kinerja pembangunan tahun 
2023 yang dilaksanakan berdasarkan data capaian pelaksanaan pembangunan hingga 
triwulan III. 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
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Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 tahap II, adalah evaluasi kinerja 
pembangunan tahun 2023 yang dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran 
data capaian pelaksanaan pembangunan hingga triwulan IV. 
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Kerangka Pengendalian

Tujuan pengendalian pelaksanaan RKP Tahun 2023 adalah untuk menjaga pelaksanaan 
PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih dengan pertimbangan strategis dari program/kegiatan/proyek 
strategis dan besaran anggaran minimal yang ditentukan) sesuai dengan rencana atau on-
track, dengan memperhatikan rekomendasi atas hasil evaluasi dalam menentukan PN/PP/
KP/ProP/MP yang menjadi fokus pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Pengendalian dilakukan melalui penilaian (assessment) atas PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) 
berdasarkan tiga aspek utama yaitu perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, 
dan kinerja pembangunan. Proses pengendalian pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) 
dilakukan melalui empat tahap, yaitu

1.	 Penentuan fokus pengendalian; 

2.	 Assessment berupa pengisian instrumen pengendalian dan crosscheck lapangan 
konfirmasi atas pelaksanaan pembangunan; 

3.	 Perumusan tindakan konstruktif; serta 

4.	 Pengendalian pelaksanaan tindakan konstruktif.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
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